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Penganggaran pada pemilihan umum' baik ‘“itu ' pemilihan—kepala- daerah,
pemilihan legislatif, pemilihan presiden/wakil merupakan salah satu instrumen
yang penting dalam melegitimasi pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis
sehingga diharapkan terpilihnya orang-orang yang berkualitas. Proses
penyusunan anggaran pemilihan umum ini sangat erat sekali kaitannya dengan
penyusunan dan pengesahan tahapan pemilu sebagai wujud dari tata kelola
perencanaan pemilihan umum.

KPU Kota Padang merupakan Electoral Management Body (EMB) yang
diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Padang tahun 2018. Penelitian ini = bertujuan
mendeskripsikan proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang
pada Pilkada tahun 2018 melalui siklus anggaran, selanjutnya menganalisa
penerapan proses perencanaan dan penganggaran itu melalui pelaksanaan
prinsip-prinsip EMB oleh KPU Kota Padang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif
dianggap mampu menjelaskan beberapa fenomena terkait proses penyusunan,
pengelolaan anggaran dan pelaksanaan prinsip-prinsip EMB dalam pengelolaan
anggaran tersebut. Data yang didapatkan akan dilakukan telaah dan deskripsi
data serta analisis. Sehingga dihasilkan kesimpulan yang bisa memberikan
gambaran tentang upaya agar anggaran pilkada jauh darvi praktek kepentingan
politis dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum yaitu independensi,
imparsialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalitas dan berorientasi
layanan dalam penganggaran Pilkada Kota Padang. KPU kota Padang secara
umum telah mengimplementasikan ketujuh prinsip-prinsip umum EMB ini pada
pelaksanaan proses penyusunan dan penganggaran akan tetapi tidak sepenuhnya
dapat menerapkan prinsip  efisiensi dalam proses penganggaran tersebut.
Disamping itu, anggaran yang ada mampu memfasilitasi semua pelaksanaan
tahapan pilkada tahun 2018.
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Budgeting in general elections such as regional head elections, legislative
elections, presidential elections is one of the important instruments in legitimizing
leaders and people's representatives democratically so that it is hoped that
qualified people will be elected. The process of preparing the general election
budget is very closely related to the planning and ratification of the election
stages as a form of general election planning governance.

KPU Padang is the Electoral Management Body (EMB) mandated by law to
organize Pilkada Kota Padang 2018. This study aims to describe the planning
and budgeting process at the KPU Kota Padang in Pilkada 2018 through the
budget cycle, then analyze the implementation the planning and budgeting
process through the implementation of the EMB principles by the KPU Kota
Padang.

This study uses a qualitative approach because a qualitative approach is
considered capable of explaining several phenomena related to the process of
preparing, managing the budget and implementing EMB principles in managing
the budget. The data obtained will be reviewed, described and analyzed. So that
conclusions are generated that can provide an overview of efforts so that the
election budget is far from practicing political interests by paying attention to
general principles, namely independence, impartiality, integrity, transparency,
efficiency, professionalism and service-oriented in budgeting of Pllkada Kota
Padang. KPU Kota Padang in general has implemented these 7 (seven) EMB’s
general principles in the implementation of the drafting and budgeting process
but has not been able to fully apply the principles of efficiency in the budgeting
process. Besides that In addition, the existing budget is capable of facilitating all
stages of the Pilkada Kota Padang 2018.
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